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JAMINAI\I PEMELIHARAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA WANITA

OIeh : Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, SH, MH

A. Tinjauan Tentang Jaminan Sosial

Pelaksanaan jaminan sosial di
lndonesia bersumber pada landasan idiil
Pembukaan UUD 11945 sebagaimana
tercantum pada alinea keempat yang

menyebutkan bahwa salah satu tujuan
negara lndonesia adalah memajukan
kesejahteraan umum sehingga dapat
tercapai masyarakat yang adil dan makmur.
Menurut UU.No.6/1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,
pengertian jaminan sosial adalah "Seluruh

sistem perlindungan dan pemeliharaan

kesejahteraan sosial bagi warganegara yang

diseleng-garakan oleh pemerintah danlatau
masyarakat guna memelihara taraf
kesejahteraa n sosia 1".

Menurut ILO jaminan sosial adalah
"Jaminan yang diberikan kepada masyarakat
melalui suatu lembaga tertentu yang dapat
membantu anggota masyarakat dalam
menghadapi resiko yang mungkin
dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan

kesehatan atau bantuan untuk mendapat
pekerjaan yang bermanfaat". Disamping itu,
ILO juga menyebutkan ada tiga kriteria yang

harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat
dikatakan sebagai program jamlnan sosial:
1. Tujuannya berupa perbwatan medisyang

bersifat penyembuhan atau pencegahan
penyakit, memberikan bantuan
pendapatan apabila terjadi kehilangan

sebagian atau seluruh pendapatan, atau
menjamin pendapatan tambahan bagi
orang yang bertanggung jawab terhadap
keluarga.

2. Terdapat undang-undang yang mengattii
tentang hak dan kewajiban lembaga yang

melaksanakan kegiatan ini.

3. Kegiatan diselenggarakan oleh suatu
lembaga tertentu.

Menurut Rejda yang dikutip oleh
Purwoko (1999:6), salah satu tujuan dari
penyelengig:araan jaminan sosial adalah
untuk" rnempertahankan daya_ beli
masyarakat dalam menghadapi terjadinya
ketidakamanan ekonomi.

Kenyataannya sebelum suatu
masyarakaf menca!ai kondisi ekonomi yang

aman, seringkali diawali dengan kondisi
ketidakamanan ekonomi sebagai
konsekuensi yang logis dari masalah
kebijakan makro ekonomi. Kebijakan yang

luas tersebut salah satu diantaranya
menyebabkan munculnya perbedaan

pendapatan antara golongan masyarakat
atas dan masyarakat bawah.

Akibatnya terjadi ' ketidakamanan

ekonomi yang apabila terus dibiarkan dapat
menimbulkan konflik atau disintegrasi

didalam masyarakat. Bagan berikut ini akan
memperlihatkan kaitan antara keamanan
ekonomi, ketidakamanan ekonomi dan
jaminan sosial.

Bagan : Kaitqn antara Keamanan Ekonomi,.
Ketidakamanan Ekonomi dan Jaminan
Sosial:

8 tMOHtlUHVd2r&nW2M



TARGET OF ECONOMIC SECURITY
 
I

I

Yersus

I
It
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Unemployment

Subsislence wage level

Poor lealthfacilities

(Sumber: Purwoko, 19997\

High inflation

. Premature death

. Old age probtem

THEGOAL OF SOCIAL SECUNTY
Social insurar.tcle

Social qssistdnce

Demogranl program
Superannuation

keamanan ekonomi akan tercapai apabila

suatu negara mampu mengurangi unsur-

unsur ketidakamanan ek6nomi, dan

permasalahan ketidakamanan ekonomi

hanya dapat diatasi dengan jaminan sosial,

Secara spesifik konsep jaminan sosial

cenderung dikaitkan dengan program

superannaation, demogran, bantuan sosial

dan program asuransi sosial (Punrvoko,

1999:48).

Superannuation merupakan program

jaminan sosial dengan sistem perpajakan,

dimana seseorang mendapat perlindungan

dari program jaminan sosial yang biayanya

berasal dari pajak penghasilan setiap warga

negara. Misalnylia pemberian bantuan

finansial bagi mereka yangterkena PHK.

jaminan sosial yang berhubungan dengan

masalah lanjut usia. Disini pemerintah ikut

bertanggung jawab mengatasi masalah

mereka misalnya dengan memberi bantuan

finansial bagi lanjut usia yang menghadapi

keterbatasan biaya hidup.

, Adapun program bantuan sosial lebih

dikonsentrasikan pada upaya pengentasan

kemiskinan. yang terjadi secara struktural

termasuk pemberian bantuan finansial bagi

mereka )€ng tidak memiliki tempat tinggal.

Sedangkan asuransi sosial adalah

program perlindungan dasar bagi pekerja

beserta keluarganyaa terhadap resiko sosial

dalam kaitannya dengan hubungan

industridl seperti kecelakaan kerja,

kem6tian, kesehatan dan haritua.
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oleh pemberi kerja namun pekerja juga ikut

membayar iuran. Jenis asuransi ini berbeda

dengan asuransi komersial yang seutuhnya

dibiayai sendiri oleh peserta sesuai dengan

jenis asuransi yang diikutinya. Tabel berikut

ini akan memperlihatkan perbedaan antara

asuransi sosial dengan asuransi komersial.

Menurut Kertonegoro (1982:37),

asuransi komersial merupakan cara lain

untuk menanggulangi resiko sosial dan

ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta.

Meskipun bagi yang ingin menjadi peserta

asuransi ini terlebih dahulu dilakukan seleksi

terutama menyangkut kesehatan dart usia,

namun tetap mengandung semangat gotong

royong sebagai bentuk distribusi resiko.

Disamping konsep untuk

memperluas wawasan tersebut diatas,

beberapa teori atau konsep yang digunakan

untuk menganalisa data akan diuraikan pula

berikut ini.

Asuransi Social dil Komorsial

l(rnkb&0k Alunnll Soshl
Arunnrl
l(onelllel

1. Kepesedaan Wajib secara kolektif
surareh, group &
indMdu

2. Bosamya
sanfunan

Shndar minimum
Tery$tung dad
kehohan

3. Dasar
sanhman

UU&PP Sesuai kontrak

4. Odentasi Kesejahbraan Prinsip curansi

5. Peryebnggara Badan nidaba
Pemednhh &
$nash

6. Pendaraan

r loax openuKan rufi
tundiu tetapi
pemerinbh ikut
msdhr

Dipedutar tull
fundiru lO0oidari
peserh

7. Sasaran
invEfra Obligasi p€merintdr Pofiftilio hveshd

8.Oblek paltk Tidak Ya

9. Peijamin Pemefinbh Tidak ada

PutYtoko,

Konsep kebutuhan sangat terkait

dengan konsep manfaat, dan adanya

kenyataan bahwa manfaat suatu program

dapat diketahui melalui kebutr,rhan yang

dirasakan oleh pengguna pelayanan program

tersebut, menjadi alasan pembahasan

konsep kebutuhan pada bab ini. Pada tahun

1976; istilah kebutuhan pokok atau basic

human n-beds pertama kali muncul saat

diadakannya konferensi ILO di Kenya. Dalam

konferensi ini disarankan agar strategi dan

politik peinbangunan suatu negara lebih

diprioritaikan pada tujuan untuk memenuhi

keb€tuhan pbkok masyarakatnya.

Menurut Manullang seperti yang

dikutip oleh Pitomo (1-:982:2); ada dua

bentuk kributuhan manusia yaitu kebutuhan

primer (pokok) dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang

paling utama atau penting bagi manusia

untuk dapat mempertahankan hidup seperti

makan, minum, pakaian dan perumahan.

Sedangkan kebutuhan sekunder adalah

kebutuhan $ang diperlukan manusia guna

melengkapi kebutuhan primer, seperti

peralatan rumah tangga, sanitasi,

transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Lebih lanjut menurut Green (1978:7)

& KoentjorGJakti (1978:15) yang. dikutip

oleh Pitomo (1982:34), m€lngungkapkan

ada lima sasaran untuk memenuhi

kebutuhan iokok yaitu :
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pangan,

sandang, papan atau perumahan, dan

berbagai kebutuhan yang dipandang

perlu.

2. Dibukanya kesempatan luas untuk

memperoleh berbagai jasa, pendidikan

untuk anak dan orang tua, program

preventif dan kuratif kesehatan, air

minum, pemukiman dengan lingkungan

yang mempunyai infrastruktur dan

komunikasi.

3. Dija.minnya hak untuk memperoleh

kesempatan kerja yang produKif

(termasuk menciptakan sendiri) yang

memungkinkan adanyia balas jasa

setimpal untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga.

4. Terbinanya prasarana yang

memungkinkan produksi barang dan jasa

sesuai dengan kemampuan dan

menyisihkan sebagian. upah yang

diterima untuk membiayrai usaha

selanjutnya.

5. Menjamin adanya partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan konsep kebutuhan manusia

tersebut diketahui bahwa kesehatan

termasuk dalam kebutuhan sekunder.

. Meskipun demikian, dalam dunia kerja

kesehatan merupakan salah satu hal penting

karena tidak terpisahkan dari proses

produksi barang dan jasa.

Apabila dikaitkan dengan kebutuhan

kesehatan seorang pekerja, maka Herzberg

menjelaskannya melalui Teori Motivasi Dua

Faktor.

yang dikutip oleh Hasibuan

(1990:191), Herzberg beranggapan bahwa

seseorang dalam melaksanakan pekerja-

ann)€ dipengaruhi oleh dua faktor yang

merupakan kebutuhan, yaitu: 1) Faktor-

faktor pemeliharaan (Malntenance.

factors)dan 2) FaKor-faktor motivasi

(Motlvatlon factors)

Faktor-faktor pemeliharaan

berhubungan dengan kebutuhan manusia

yang ingin memperoleh ketenteraman

badaniah. Kebutuhan ini menurut Herzberg

merupakan kebutuhan yang berlangsung

terus-menerus, karena kebutuhan ini akan

kembali pada titik nol setelah dipenuhi.

Adapun yang termasuk dalam faktor

pemeliharaan ini meliputi gaji, kondisi fisik

pekerjaan; kepastian kerja, supervisi yang

menyenangkan, mobil dan rumah dinas

termasuk pula jaminan sosial bagi tenaga

kerja.

Hilangnya faktor-faktor tersebut dapat

menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan

absennya karyawan bahkan dapat menye-

babkan karyawan keluar dari tempat

kerjanya, oleh karena itu faktor

pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian

dari pimpinan agat produktifitas kerja

karyiawan dapat meningkat.

Sedangkan faktor-faktor motivasi

menyangkut kebutuhan psikologis . se-

seorang. Kebutuhan ini terwul,yd karena

adanya perasaan sempurna dalam melaksa-

na_kan pekerjaan dan berhubungan dengan

penghargaan'terhadap seseorang yang

secara langsung berkaitan dengan

pekerjean.
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motivasi ini terbagi

faktor pendorong dan penghambat

tercapainya kebutuhan seseorang. Adapun

yang termasuk faktor pendorong antara lain:

1) Keberhasilan (Achievement),

2) Pengakuan (Reco$nition),

3) Pekerjaan itu sendiri (The work ft sefl,

4) Tanggun$awab (Responsibility), dan

5) Pengembangan potensi individu

(Advancement).

FaKor-faktor tergebut menggambarkan

hubungan seseorang dengan apa yang

d ikerjakann ya (job content).

Sedangkan faktor penghambat (de.motivasi)

dapat menimbulkan rasa tidak puas

karyawaan yang terdiri dari:

1) Kebijakan dan administrasi perusahaan

(Com pany pollcy a nd admlnlstntion);

2) Kualitas supervisor (QualtU supervlsor):

3) Hubungan antar pribadi (lnterpersonal

relation);

4) Kondisi kerja (Worhlngicondftlon), dan

5) Gaji(Wa6es).

Berdasarkan Teori Motivasi, dari dua faktor

ini muncul pemahaman bahwa dalam

menyelenggarakan suatu pekerjaan

harus diusahakan agil kedua faktor

tersebut (maintenance dan motvatlon

factors) dapat dipenuhi, dengan tetap

mengutamakan kebutuhan ),ang lebih

penting. Misalnya wajar saja apabila dalam

suatu perusahaan kebutuhan kesehatan

pekerjanya mendapat perhatian yang lebih

banyak daripada pemenuhan kebutuhan

rekreasi.

kebutuhan kesehatan mempunyai

pengaruh yang tebih penting terhadap

kelangsungan hidup pekerja dan

perusahaan, dibandingkan keputuhan

rekreasi.

C. Tinjauan Tentang Jaminan Soslal

Tenaga Kerja

Menurut UU.No.3/1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian

jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)

adalah: sudtu perlindungan bagi tenaga

kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagdl' 'pengganti sebagian dari

p'Onghasilan yang nitang atau berkurang dan

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau

keadaan yang dialami oleh pekerja berupa

kecelakaan' kerja, sakit, hamil, bersalin,

hari tua dan meninggal dunia. Semua

bentuk manfaat )Nang diberikan melalui

program jamsostek kepada pekerja

hanya terbatas pada pemenuhan

kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan

minimal untuk menjaga harkat dan

martabatnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut

menjadi tanggung jawab pemberi kerja

karena pekerja relatif memiliki kedudukan

yang lebih' lemah dibandingkan pemberi

kerja.

Perlindungan kebutuhan tersebut

diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan pekerja yang pada akhirnya

dapat meningt<att<an hasil produksi

perusahaan.
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I 
n"tn"t.n aktif dan ikut bertanggung jawab 

I Oixemut<afan oteh Rejda (1988:2Tt-2721

I atas pelaksanaan program jamsostek I yaitu:r..l
I 
sehingga upaya untuk mewujudkan 

I

I Oerlindunean bagi pekerja dan 
"nggot. I 

f. Teori Resiko Kerja

I 
t<eluarganya dapat terselenggara dengan I feori inididasarkan pada asumsi bahwf,

I 
o"ix' 

I 
suatu perusahaan harus menyediakan biaya

I Roa oua aspek penting yang tercakup dalam I f"tio"t r"mpuan karyawannya untuktt
I 
program jamsostek (Depnaker, 

I 
bekerja (akibat sakit atau cacat) ke dalam

I 
1996/1997:425) yaitu: 1) memberikan 

I 
Oiaf produksinya atau mengganti hilangnya

I 
oerlindunean dasar untuk memenuhi 

I 
waktu kerja tersebut dalam bentuk harga

kebutuhan hidup minimal bagi tenaga 
I 

Orodux yang lebih .tinggi. Teori ini memitiki

kerja beserta anggota keluarganya, dan I beoeraoa kelemahan yaitu: a)

2) merupakan penghargaan kepada pekerja I mengnaruskan pekerja untuk tidak
yang telah menyumbangkan tenaga Oan 

I 
menuritut perusahaan karena kecelakaan

pikirannya kepada perusahaan .tempat ia 
I 
dalam industri, b) adanya asumsi bahwa

bekerja. 
I 
oiarc kecetakaan d€rpat diganti tebih dulu

Menurut Mondy & Noe (1990:432), 
I 

Oatam bentuk harga produk yang tebih tinggi,
jaminan sosial tenaga kerja merupakan 

I 
dan c) perbandingan antara pembayaran

bentuk kompensasi atau imbalan dalam 
I 
tuntutan pekerja dengan jumlah kerugian

bentuk uang tidak yang diterima oleh | rcng dialaminya tidak sebanding, misatnya

pekerja. Keduanya mengungkapkan bahwa 
I O"'rrun"n rehabititasi yang diperoteh tidak

kompensasi merujuk pada "Every type of 
I 

memadai.

reward that individuals recelve ,, 
Ireturn for their labor (setiap bentuk | 2. TeoriBiaya sosialRendah

imbalan yang di terima oleh seseorang I r"ori ini berlandaskan pada konsep

sebagai pengganti tenaga yang telah ia I uanwa dibuatnya undang-undang

keluarkan)". 
I 
fomOensasi bagi pekerja bertujuan

Melalui bagan berikut ini akan 
I 
untuk meminimalkan ketidakmampuan

diperlihatkan bahwa jaminan sosial 
I 

mereka secara ekonomi akibat kecetakaan

merupakan bagian dari kompensasidalam I Xerja.

bentuk uang yang tidak tangsung. I O,,",n pihak, dengan adanya

I m;'"':"',:1,- 
o"'u"unT:,'r",'.1,T 

;

Selain melalui bagan tersebut, untuk 
I 
munculnya tuntutan pekerja Xarena 

I

dapat lebih memahami konsep kompensasi, I kecelakaan kerja. 
I
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Basan Komoonen Komoensasi

External Environment

Intemal Environment

Direct
Wages
Salaries
Commissions
Bonusos

lndircct
Insurance Plans
Life, Healtb, Surgical,
Dental, Casualty, etc.
Social Assistancc

Bencfits:
Retiremont Plans,
Social Sccurity,
Workers
Compensations,
Educational Assistano€
Employee Services

Paid Absences
Vacations,
Holidays,
Sick Leave, etc

The Job
Inbiesting Duties

Challenge

Responsibility

O,pportunity 6r
Rccogrition.

/ .:l

Feeling of Achievement
Comfortable
Advancement
Opponniry

Environrnent

.Sound 
Policies

Competent
Supervision

Congenial Co.
Workers

Appropriate
Status Symbols

Working
Conditions

Flextime

Compressed
Work Wee*

Job Sharing

Cefetaria
Compensation

Telecorirnuting.
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KompromiSosial

Teori ini menyatakan bahwa adanya

lkompensasi bagi pekerja memperlihatkan

i$uatu,keseimbangan antara pengorbanan

'yang dilakukan pekerja dengan keuntungan

,yang diperoleh pengusaha. Oleh karena itu,

'pekerja yang mengalami sakit atau cacat

i0kqOat keria, berhak untuk menerima

ijapinan kesehatan atau jaminan kecacatin.

::BeElitu pu!e. qengan perusahaan, bersedia
*aaharrar lrr^+rr+^^ aaltaeia ^r^r r^,ki^ia,;rmembayar tuntutan pekerja agar terhindar

ldari proses pengadilan yang lebih mahal

.apabila pekerja yang sakit tersebut

mengadukan permasalahannya

kepengadilan.

Menurut P-T.Jamsostek (2OOO:2-3) ada

beberapa karakteristik jaminan sosial tenaga

kerja yaitu:

1. Kepesertaan bersifat wajib secara

' kglektif diatur dgngan undang-undang.

'2. Manfaat (beneflt) ditentukan dengan

undang-undang dan

perundang-undangan.

,11, Jaminan bukan merupakan hadiah atau

I ,, . sumbangan tapi merupakan hak bagi

setiap warga negara yang menjadi

peserta dan memenuhi persyaratan

, ,. sesuai denggn undang-undang dan

peraturan perundang-undangan.

4. Penekanan diutamakan kepada

solidaritas sosial, prinsip keadilan dan

pemerataan antar peserta dalam

menanggung resiko dan penerimaan

manfaat (benefit), sehingga lebih

diutamakan sifat gotong-royong dan

maannya (social adequacy) bukan

untuk memenuhi kebutuhan perorangan

(individual equity).

5. Program jaminan sosial untuk pekerja

sebagian atau seluruhnya, .. iuran

ditanggung oleh pemberi kerja.

6. Badan penyelenggara harus nirlaba,

dblarn artisemua kekayaan sebagai hasil

pengembangan dana, sebesar-besarnya

harus dinikmati oleh peserta.

7, Bebas pajak,

8. Pengpwasan melibatkan berbagai pihak

yang terkait, terdiri dari unsur

pemeriniah, pemberi kerja, dan pekerja

(Tripartit).

9, Negara bertanggung jawab untuk

memberikan fasilitas atau subsidi

apabila badal penyelenggara mengalami

kekurangan dana.

Selanjutnya, menurut Suriaatmadja

yang dikutip oleh Djokopitojo (1994:59-61)

mengemukakan kriteria masing-masing jenis

program jamsostek sebagai berikut :

L. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaa n kerja (employment accident)

merupakan kecelakaan yang terjadi

. dalam hubungan kerja termasuk sakit

yang diakibatkan karena kerja

(acc u pati onal disease).

Jarninan kecelakan kerja

memberikan kompensasi untuk perawatan

medis, rehabilitasi cacat, pengganti upah

sementara tidak mampu bekerja, santunan

caqat baik s.ebagian maupun total dan

santunan kematian.

peraturan

lmoHl.f(/.lllvd. 2f&nvil,zM I <



kerJa dalam program

termasuk kecelakaan )€ng terjadl dalam

perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan

kembali ke rumah (commutlnE accldentl,

dleh karena itu Jaminannla termasuk

perawatan dan santunan akibat kecelakaan

di jalan raya yang frekuensi dan

intensitasnya ma kin tinggi.

Adapun bentuk jaminan lni

(PT.Jamsostek, 20OO:7€), adalah :

a. Biaya transport maksimum: darat

(Rp.150.0OO,-), laut (Rp.300.O0G,) dan

udara (Rp.40O.0O0,-). Biaya transport

dapat digunakan untuk transport rawat

jalan.

b. Penggantian upah sementara tidak

mampu bekerja: L2O hari pertama

(1O0% upah), 120 hari kedua (75%

upah) dan selanjutnp 50% upah.

c. Aiap perawatan medls: maksimum

sebesar Rp.6.400.O00,;

d. Santunan cacat tetap sebagian:

prosentase jenis cacat (sesuai tabel)

dikalikan 70 bulan upah.

e. $antunan cacattetaptota!:

1) Pembayaran sekaligus: TOYI X 70

bulan upah

2l Pembayaran berkala: Rp.50.000,-

selama 24 bulan

3) Kurang fungsi: % kurang fungsi X

% tabelX 70 bulan upah

f. Santunan kematian:

1) Pembayaran sekaligus: 60% X 70

bulan upah

2l Pembayaran berkala: Rp.50.O00,-

sebulan, selama 24 bulan

g. Biaya rehabllllasl:

Prothese (anggota badan tiruan) dan

orthose (alat bantu) sepertitongkat dan kursi

roda, dengan penggantlan biaya, sesuai

harEa R.S DR. Sulrarso (Surakarta) ditambah'

4O%.dari hargq tersebut.

Penyaakit yang tlmbul karena

hubungan kerja dianggap sebagal

kecelakaan kerja (ditetapkan sebanyak 31

jenis) seperti yang tercantum dalam

Keputusan Preside.n No.271993 tentang

Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan

Kerja.

2, Jaminan HariTua

Haritua adalah umur pada saat dimana

produktivitas pekerja telah dianggap

menurun sehingga perlu diganti dengan

pekerja yang leblh muda, termasuk cacat

tetap dan total (tota, and permanent

dtsabtlttyl yang dapat dlanggap sebagai harl

tua yang dini (cepat).

Umumnya jaminan harl tua diberikan pada

saat tenaga kerja mencapai umur 55 tahun,

tetapi apabila tenaga kerja mengalamicacat

sehingga tidak blsa bekerJa lagi, maka

jaminan lnl dapat diberikan. Demikian juga

aiiablla tenaga kerja meninggal dunia,

jaminan diberikan kepada ahli w6risnp.

Selain itu, jaminan hari tua juga dapat

diberkan apabila tenaga kerja mengalami

pemutusan hubungan kerja sebelum umur

55 tahun, setelah yang bersangkutan

memllikl masa kepesertaan' sekurang-

kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6

bulan.
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karena jaminan hari tua merupakan jaminan

masa depan tenaga kerja, sehingga

besarnya jaminan cukup berarti.

Jaminan hari tua dapat dibayar

sekaligus maupun berkala. Jaminan haritua

yang dapat dibayar sekaligus dimaksudkan

untuk memberikan bekal pada waktu

pekerja terputus penghasilannya, sedangkan

jaminan yang dibayar secara berkala

dimaksudkan untuk membantu pekerja

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Secara ringkas, pelaksanaan

jaminan hari tua (PT.Jamsostek, 2OOO:&9)

diuraikan sebagai berikut :

a. Diselenggarakan dengan sistem

tabungan hari tua yang iurannya

ditanggung oleh pengusaha dan tenaga

' kerja;

b. Kemanfaatan jaminan ini sebesar iuran

yang terkumpul ditambah hasil

pengembangannya;

c. Jaminan ini akan dikembalikan atau

dibayarkan apabila tenaga kerja :

1) Mencapai umur 55 tahun;

2) Mengalami cacat total tetap

sehingga tidak bisa bekerja lagi;

3) Meninggaldunia;

4) Mengalami pemutusan hubungan

kerja (PHK) setelah menjadi peserta

gekurang-kurangnya lima tahun;

5) Pergi keluar negeri atau pulang ke

negeriasaldan tidak kembali lagi

6) Menjadi pegawai negeri sipil atau

anggota ABRI.

hari tua dilaksanakan sekaligus, tetapi

bagi jaminan hari tua'yang besarnya

lebih dari Rp.3.O0O.0O0,- dapat

dibayarkan secara bulanan untqk jangka

waktu paling lama lima tahun.

3. Jaminan Kem6tian

Kernatian yrrang mendapat santunan

melalui program ini adalah meninggal dunia

pada waktu pekerja menjadi peserta jaminan

sosial atau sebelum melewati 6 bulan sejak

pekerja berhenti bekerja. Jaminan kematian

tersebut diberikan kepada ahli waris dari

tenaga kerja yang meninggal dunia yang

diprioi'itaskan mulai dari janda/duda, anak,

orang tua, cucu, kakek/nenek, saudara

kandung dan mertua. \
Jaminan kematian dibedakan antara

biaya pem'akaman dan santunan berupa

uang. Apabila seorang tenaga kerJa

meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli

waris, maka biaya pemakaman saja yang

diberikan kepada mereka yang mengurus

pemakaman pekerja tersebut.

Secara ringkas bentuk jaminan ini

(PT.Jamsostek, 20OO:9) adalah: a)

dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja

dari peserta yang meninggal dunia bukan

karena kecelakaan kerja, dan b) diberikan

sebesar Rp.3.000.0O0,- ditambah dengan

biaya pemakaman sebesar Rp.600.0OO,-.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Setiap pekerja yang menderita sakit

selama bekerja, berhak memperoleh biala

pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya

pengangkutan dari tempat kerja ke

n'EO ttllltuvd zlcutw 2& 17



rumah sakit dan sakit atau

tempat kerja ke rumahnya, serta santunan

bila pekerja yang bersangkutan sementara

tidak mampu bekerja. Pelayanan jaminan

pgmeliharaan kesehatan diberikan kepada

pekerja dan anggota keluarganya,

maksimum dengan tiga omng anak.

Pemeliharaan kesehatan ini meliputi

pelayranan medis dan pemberian obat-

obatan bagi pekerja dan anggota

keluarganya yang menderita sakit, misalnyaa

dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, obat-

obatan dan penunjang diagnostik termasuk

pemeriksaan kehamilan dan perawatan

persalinan. Disamping pelayanan yang

bersifat umum tersebut, terdapat pula

pelayanan khusus yang hanya diberikan

kepada pekerja dan tidak diberikan kepada

anggota keluarganya antara lain pelayanan

kaca mata, gigi palsu, alat bantu dengar,

kaki atau tangan palsu dan mata palsu.

Adapun standar paket pelayanan

program jaminan pemeliharaan kesehatan

(PT.Jamsostek, 2OO0:9) meliputi pelayanan

kesehatan tingkat pertama, persalinan,

pelayanan tingkat lanjutan, pelayanan

khusus dan pelayanan gawat darurat.

Berbeda dengan program lain dalam jaminan

sosial, program JPK ini tidak memberikan

santunan atau bantuan dalam bentuk uang

Perlindungan yang bersifat

sukarela seperti melalui asuransi

komersial tidak mampu menjamin

setiap orang mau dan mampu

menyisihkan dana untuk ikut dalam

progllm asuransi. Untuk itu diperlukan

jaminan 'sosial yang diselenggarakan

secara kolektif dan bersifat wajib

gung memungkinkan pekerja memiliki

kepastian memperoleh perlindungan

ketika menghadapi resiko sosial dan

ekonomi.

2. Produksi

Perlindungan melalui jaminan sosial

bagi pekerja dan -anggota keluarganya

memungkinkan tenaga kerja untuk tebih

memfokuskart peihatian pada pekerjaannya.

Tenaga kerja yang memiliki produktivitas

tinggi dan konsentrasi penuh pada

pekerjaannya akan mepguntungkan pemberi

kerja karena hasil produksi juga ikut

meningkat..

3. Redistribusi Pendapatan

Pdda program jaminan sosial

yang dilaksanakan melalui sistem

asuransi sosial, pekerja memberikan

kontribusi sesuai dengan penghasilannya

pekerja yang

tunai (cash benefrts), namun

pelayanan kesehatan.

Untuk memahami

berbentuk I dan memperoleh jaminan

dengan kebutuhannyra. Penyelenggaraan

program I jaminan sosial secara tepat dapat

jamsostek lebih lanjut, maka perlu diketahui I memungkinkan

pula fungsi program tersebut (Lembaga I berpenghasitan" tinggipula Tungsl program tersebut (Lembaga I berpenghasilan tinggi membantu

Penelitian ul, 20oo:lll 5€) yaitu: I perer;a )4ang berpenghasitan rendah.
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Tujuan jaminan sosial untuk

memberikan perlindungan kepada pekerja

sehingga menimbulkan kdtenangan bekerja,

akan membantu terciptanya ketenteraman

industri. Disamping itu juga dapat

mengurangi perselisihan antara tenaga kerja

dengan pemberi kerja yang pada akhirnla

dapat mencegah timbulnya keresahan

sosial.

D. Tlnjauan Tentang Kesehatan KerJa

Pada awalnya di lndonesia

kewajiban pengusaha untuk memeriksakan

kesehatan pekerjanya hanya diatur

dalam perjanjian secara bipartit

antara pekerja dan pengusaha. Namun

dalam perkembangan selanjutnlaa

pemerintah menetapkan kewajiban

tersebut dalam peraturan perundangan

ketenagakerjaan. Kesehatan kerja

tertuang pertama kali dalam

UU.No.14l1969 tentang Ketentuan Pokok

Mengenai Tenaga Kerja serta

UU.No,1,/197O tentang Keselamatan

Kerja yang menptakan bahwa

kesehatan kerja merupakan bagian dari

keselamatan kerja. Selanjutnya UU. No.

25/t997 tentang Ketenagakerjaan

'mengatur pula mengenai kesehatan

kerja pada pasal 108 ayat (2), yang

secara jelas menyebutkan bahwa 'Untuk

melindun$ kesehatan pekerja guna

mewujudkan produKivitas kerja yang

optimal diselenggarakan upaya kesehatan

kerja;.

atau disebut juga

Hyperkes (hygiene perusahaan dan

kesehatan) berkaitan dengan dpaya-upaya

(Kertonegoro, 1999: 180):

1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik

pada awal bekerja maupun secari periodik

,selama masa kerja.

Z. Gizi sehat tenaga kerja yang diberikan

untuk makan siang maupun tambahan gizi

lainnya.

3. Kebersihan lingkungan kerja, termasuk

pencegahan dan pengolahan limbah.

4. Pencegahan dan penanggulangan sumber-

sumberi'yiang membahayakan kesehatan,

aqtara,lain:

r a. Sumtrer fisik, seperti suara yang terlalu

bising, suhu-yang terlalu tinggi atau

rendah, penerangan dan ventilasi )€ng

kurang memadai.

b. Sumber kimia, seperti gasluap, cairan,

debu, bahan kimia yang beracun.

c. Sumber biologi,. seperti bakteri, jamur,

serangga dan tumbuh-tumbuhan lain

png timbul dalam lingkungan kerja.

d. Sumber faal, seperti sikap keliru

sewaktu bekerja, perahtan )rang tldak

cocok dengan pekerja, kerja yang terus

rnenerus berdiri atau d ud uk.

e. Sumber psikologis, seperti kerja yang

. dipaksakan, suasana kerja !€ng tidak

menyenangka n, $kira n yang tertekan.

Menurut Sujudi (Depkes2001:2)

berdasarkan UU. No.23/L992 tentang

Kesehatan disebutkan pengertbn kesehatan

kerja adalah'Keadaan sejahtera dari badan,

jiwa dan social yang memungkinkan setiap
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Bekerja' dapat bekerj€[,,s€o6ra sehat dengan

produktivitas .,tang,i,, '.9Ftimdl, ,, . tanpa

me mba,hay€ ka n: diri,, keluarga; masya rakat'da n

lingkungan kerja sekltbrnyal. Dalam pasal,23

undang'u ndang : ini: r juga,d isebutkan,,bahwa

kesehatan :-kerja:i ,.merupakan. salah satu

kegiatan pokok dari pembangunan,, kesehatan,

yang mencakup ipengertian bahwa: 1)

kesehatan kerja dimaksudkan untuk

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal,

2) kesehatan kerja meliputi Pelayanan

Kesehatan Kerja, Pencegahan Penyakit dart

Syarat Kesehatan Kerja, dan 3) setiap tempat

kerja wajib menyelenggarakan kesehatan

kerja.

Pada tahun 1995 komite kerja sama

ILO dan WHO (Depnaker,1999:12)

mengemukakan definisi kesehatan kerja

dengan menitikberatkan pada tiga fokus

utama -yaitu: pemeliha.raan dan promosi

kesehatan kerja dan kapasitas kerja,

perbaikan lingkungan kerja dan pekerjaan

sehingga kondusif terhadap keselamatan dan

kesehatan, pengembangan organisasi dan

budaya kerja dalam arah yang mendukung

kesehatan dan keselamatan kerja dan dalam

pelaksanaannya juga mempromosikan iklim

sosial yang positif,, usaha yang lancar dan

meningkatkan produKivitas perusahaa n.

Lebih lanjut komite kerja sama ILO dan

WHO tersebut (Kanwil Depnaker Jatim,1997:2)

mengungkapkan beberapa tujuan kesehatan

kerja yaitu:

1. Meningkatkan dan, memelihara kesehatan

fisik, mental dan sosial dari pekerja pada

semua jenis pekerjaan untuk meningkatkan

kapasitas kerjanya.

2. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan

atau penyakit pada pekerja yan! disebabkan

oleh kondisi kerjanya.

3.:,Melindun gi pekerja da ri r resiko a kibat fa ktor-

faktor lingkungan kerja yang mengganggu

kesehatan.

4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja

dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai

dengan kemampuan fisik dan psikologisnya.

5. Mengembangkan organisasi dan budaya

kerja yang mendukung Keselamatan dan

Ke-sehatan Kerja yang tercermin dalam

sistem'.Fnanajemen pengembangan SDM

dan"rnanajemqn rn utu dari perusahaan.

Hingga kini' kegiatan pemeliharaan

kesehatan kerja terus berkembang apalagi

dengan dikeluarkan LJU.No.3/1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang didalamnya

mengatur lebih rinci mengenai kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh pengusaha untuk

menjamin kesehatan pekerjanya. ,
E. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Wanita

Menurut Soepomo (7992:27) istilah tenaga

kerja memiliki pengertian yang sangat luas,

yaitu meliputi "Semua orang yang mampu dan

diperbolehkan melakukan pekerjaan baik di

dalam maupun di luar hubungan kerja". Lebih

lanjut dalam pasal 1 UU;No.14l1969 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga

l(erja, dikemukakan pengertian tenaga kerja

yaitu "Setiap orang yang mampu rnelakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau

barang urltuk

masyarakat".

memenuhi kebutuhan
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khususnya mengenai kondisi tenaga kerja

wanita di dunia kerja, Ollenburger & Moore

(1996:100-1O5) menggambarkannya melalui

model teori fungsional berikut ini.

1. Ketidakmerataan Nilai Tukar

Model ini menitikberatkan pada

kemampuan atau keahlian laki-lakidan wanita

yang dibawa kepasar kerja, dimana upah yang

diperoleh merupakan indikator sumbangan

produKif (nilai tukar) terhadap kemampuan

mereka. Kemampuan manusia seperti faktor

pendidikan dan pengalaman kerja

ditempatkan pada titik sentral dalam proses

produksi, yang dipandang sebagai aspek

penting dalam menentukan produktifitas.

Disini wanita sering kali katah dalam bersaing

dengan laki-laki disebabkan oteh

pendidikannya yang cenderung rendah.

Akibatnya wanita tidak hanya dipandang

sebagai human capital berkualitas rendah

namun mengalami perbedaan dalam

menduduki posisi di bidang kerja dan

perbedaan penerimaan upah.

2. Wanita sebagai pekerja

Berdasarkan studi mengenai hubungan antara

pengusaha dengan pekerjanya, ditemukan

bahwa tingkat perpindahan pekerja wanita dan

laki-laki dalam suatu pekerjaan adalah sama,

yang membedakannya ialah tujuan

perpindahan mereka. Laki-laki meninggalkan

pekerjaannya untuk berpindah ke pekerjaan

lain yang memberikan lebih banyak

kesempatan promosi dan mempertahankan

senioritasnya.

n wanita cenderung

meninggalkan pasar kerja serta kehilangan

senioritas dan promosi- yang mungkin

diperolehnya karena harus memenuhi

tanggung jawab melahirkan dan

membesarkan anak, Namun ada sebagign

wanita yang tetap mempertahankan

keberadaannya dalam pasar tenaga kerja

karena tanggung jawab mereka didalam

keluarga berkurang atau meningkatnya

kebutuhan mereka untuk mempertahankan

senioritas.

3. Kewalaran Upah

. , ,Pemberian upah yang sama antara

pekerja wanita dengan pekerja lakFlaki

pertarna kali ditetaplan dalam Equal hy Act

(Undang-undang Kesamaan Upah) tahun

1963. Peraturan.ini melarang para pengusaha

membedakan pembayaran upah pekerja untuk

pekerjaan yang sama dipandang dari segi

keahlian, hanya karena perbedaan jenis

kelamin.

Lebih lanjut Johnson seperti yang dikutip oleh

Ritzer (1996:3O4-305) mengaptikasikan teori

fungsionalis Parson. la menggunakan teori

tersebut untuk memahami masalah perbedaan

peran wanita dan laki-laki melaluitipe tindakan

yang bersifat ekspresif dan instrumental.

Johnson rrenyebutkan, awal munculnya

ketidaksamaan gender terjadi pada struktur

keluarga patriakal yang mengharuskan

wanita bertindak secara ekspresif yaitu

dengan mengutamakan emosi dan

hubungan-hubtngan yang responsive didalam

keluarga.
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economy, dimana rumah

tangga atau keluarga masih menjadi basis

kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi barang

sebagian besar dilakukan di dalam rumah

dan semua anggota keluarga bertanggung

jawab dalam proses produksi tersebut

semua anggota keluarga (termasuk anak-

anak) adalah tenaga kerja yang memiliki

kontribusi penting bagi pemenuhan

kebutuhan rumah tangga. Pada masa ini

wanita sebenarnya tidak hanya bekerja pada

urusan'" rumah tangga saja melainkan
\

terlibat jula dalam kegiatan di luar rumah

terutamai'di bidang pertanian, bahkan dalam

kegiatan Jasa dan perdagangan.

2.The family wage economy, ditandai dengan

berkembangnya kegiatan ekonomi dari

pertanian ke perdagangan dan diiringi pula

dengan munculnya kapitalisme. Pada masa

ini tenaga kerja tidak lagi terpusat pada

kegiatan rumah tangga, melainkan di luar

rumah terutama di pabrik-pabrik yang

muncul dan berkembang bersamaan

dengan proses industrialisasi 'dan

perkembangan teknologi.

3. Famtly consu/ner @onomy, ditandai dengan

adanya campur tangan pemerintah dalam

upah tenaga kerja. Dalam periode initerjadi

perubahan teknologi yang cukup pesat serta

peningkatan produKivitas, yang dalam

perkembangannla membuat. anggota

keluarga lebih berfungsi sebagai alat

konsumsi dan reproduksi. lnstitusi-institusi

umum seperti sekolah, sistem asuransi dan

industri m'akanan, telah menEgantikan

berbagai aKivitas yang sebelumnya di

tempat bagi anggotanya untuk bersosialisasi

dan sebagai sistem reproduksi. Didalam

keluarga, seringkali terjadi wanita kehilangan

otoritas terhadap laki-laki karena keluarga

memerlukan seorang "pemimpino. Otoritas ini

meliputi kontrol atas sumbersumber ekonomi

dan pembagian kerja berdasarkan jenis

kelamin di dalam keluarga serta peran sosial

yang berlandaskan pada perbedaan

kemampuan..

Adanya pembatasan institusi dan

budaya pada tindakan wanita, menyebabkan

mereka menjadi lemah dan secara ekspresff

sel lu mengalah kepada suarninya yang secara

instrumental (nyata) bekerja sebagai pencari

naftah keluarga. Tugas utama wanita adalah

bekerja di dalam rumah yang bertujuan untuk

mempertegas fungsi suami sebagai pencari

naftah di luar rumah dan untuk menghindari

persaingan diantara keduanya serta

menciptakan ketenangan rumah tangga.

Dengan kata lain, berdasarkan teori ini,

pembagian kerja secara seksual diperlukan

untuk menjaga kestabilan dari keseluruhan

sistem keluarga. Melihat tipe tindakan wanita

(istri) 1ang demikian, menyebabkan anakanak

atau anggota keluarga lainnya lebih

memandang tipe tindakan yang instrumental

sebagai tindakan yang memiliki kekuatan dan

bernilaitinggi.

Secara umum, awal perkembangan

aKivitas ekonomi wanita menurut

Bainar (1998:42) sebagaimana dikutip dari

Usman, dapat di kategorikan dalam tiga

periode yaitu :

N
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yang dimaksudkan rnasl

(Depnaker,1993:t2-L4) terhadap wanita

adalah "setiap perbedaan, pernbatasan hak

yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang

bertujuan untuk mengurangi atau

menghapuskan Bengakuan manusib dan

kebebasan diberbagai bidang kegiatan

termasuk bidang ekonomi".

Brocas dkk (1990:30-32)

mengungkapkan dalam upaya mengurangi

diskriminasi dalam penerimaan jaminan

pelayanan'.kesehatan terhadap wanita, ada
1

dua kecenddrungan yang banyak dilakukan di

beberapa negara yang telah meratifikasi

konvensi" ILO No.102l1952 tentang Standar

Minimum Jaminan Sosial, dia ntaranya:

1. Berupaya untuk menjamin pekerja wanita

yang menikah agar memiliki hak yang sama

dengan pekerja lakFlaki dalam memPeroleh 
I

Ijaminan sosial termasuk dalam

pengupahan.

2. Memungkinkan pekerja wanita berstatus

sebagai kePala keluarga untuk

mendapatkan hak yang sama bagi anggota

keluarganya seperti pekerja lakiJaki. Karena

disadari bahwa tidak adil apabila ada

anggota keluarga pekerja wanita yang tidak

mendapat perlindungan hanya karena ia

seorang wanita.

Menurut UU.No.7/1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,

disebutkan bahwa perolehan hak yang sama

antara pria dah wanita dilapangan pekerjaan

mencakup:

kan di dalam rumah. Peru

ekonomi dan teknologi yang ditandai oleh

, transisi dari ekonomi domestik ke arah

consumer economy, menyertai pula

. perubahan kedudukan wanita.

Dari ketiga Periode Perkembangan

aktivitas ekonomi tersebut, diketahui bahwa

kerja bukan semata-mata hanya kegiatan yang

mengeluarkan tenaga dan waktu untuk

menyelesaikan tugas tertentu, namun lebih

daripada itu kerja adalah suatu kegiatan

ekonomi yang menjadi bagian integral dari

kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat

nilaitertentu.

Keterlibatan wanita daldm kegiatan

ekonomi yang tidak diimbangi dengan

perubahan sosial buda)€ yang mendukung'

menimbulkan berbagai persoalan bagi kaum

wanita. Kebijakan pembangunan yang

memberikan nilai lebih pada peran tradisional

perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga

yang bertanggung jawab penuh terhadap

keluarga, telah menyebabkan peran wanita

dalarn dunia kerja sering dianggap sebagai

kegiatan sampingan atau tambahan. Kalaupun

mereka diterima bekerja, masih terjadi pula

diskriminasi dalam hal pekerjaan, jabatan'

pengupahan dan jaminan sosial.

Salah satu upaya Pemerintah untuk

mengurangi meluasnya diskriminasi tersebut

adalah dengan membuat Peraturan

perundangan yang bertujuan untuk melindungi

hak pekerja wanita. Misalnya, mengeluarkan

UU.No.71984 dan' meratifikasi dua Konvensi

Dasar ILO (Konvensi No.1O011951 dan

Konvensi LII/1958).
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sebagai hak asasi, 
.

Hak atas kesempatan kerja yang sama

termasuk penerapan kriteria seleksi yang

sarna dalam penerimaan pegawai.

Hak untuk memilih dengan bebas profesi

dan pekerjaan, hak untuk promosi,

jaminan pekerjaan dan hak untuk

memperoleh latihan kejuruan.

Hak untuk menerima upah yang sama

dengan pekerja laki-laki atas pekerjaan

yang sama nilainya.

Hak atas jaminan sosial khususnya dalam

hal pensiun, sakit, cacat, hari "tua atau

tanjut usia, 116;'l+.il. ;i[in-lain

ketidakkemampubn untuk ., :b€kerja,

maupun hak atas masa cuti yang harus

dibayar.

Pertimbangan pemerintah

mengeluarkan UU. No.71984 ini adalah

(Depnaker,200O:341):

1. Setiap warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, sehingga segala bentuk

diskriminasi terhadap wanita harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945.

2. Majelis Umum PBB didalam sidangnla pda
tanggal 18 Desember 1979 telah

menyetujui konvensi mengenai

Penghapusan Segata Bentuk Diskriminasi

terhadap Wanita (Conventlon on the

Etlmtnatton of Atl forms of Dlsqlmtnatton

Agfainst Womenl.

Undang-Undang Dasar 1945 dan

peraturan perundang-undangan .Republik

4. Pemerintah Republik rlndoregta tetah

menandatangani Konvensi tersebut pada

tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan

No.SE.O4lMen/1988 t€iiting Ir.-Pgtaksanaan

La ranga n Diskrim inasi 
.P?!gria,:t|lafl 

ltja, yang

mengatur: 1) perbedaan usia pensiun antara

pekerja laki-laki dan wanita adahh sama, dan

2) hak pekerja wanita dan keluarganya

terhadap pemeliharaan .kesehatan agat

disamakan dengan hak pekerJa lakFtaki (tidak

d ia ngga p sebaga i laja ng). 
1:':', it "' :l I'."'

Berdasarkan Konvensi ILO

No.1O0l1951 yang mengatur tentang

Pengupahan yang Sama Eagi.,Pollela Laki-taki

dan Wanita untuk Pekslaan yang Sama

Nilainya (diratifikasi metahi'uu.No.80/1g57

tentang Persetujuaii.,:i:,4 tLO

No. 1OO/ 195 !.) d ise butka n, (SlOufii,2000: 1OG

101) bahwa:

1. Negara yang meratifikasi konvensi Ini harus

menjamin pengupahan yang sama bagi

pekerja lakFlaki dan ,per€mpuan untuk

pekerjaan png sama niliinya.
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5i.

pekerjaan yan€! tidak objektif sebagai dasar | 2. Setiap bentuk diskriminasi berdasarkan ras,

untuk melakukan pembayaran upah atas I warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran

pekerjaan yang dijalankan. I pilitik, kebangsaan dan suku harus

4. Nilai upah yang berbeda diantara sesama I dihilangkan.

pekerja yang tanpa memandangj jenis | 3. Larangan terhadap diskriminasi bukan

Jaminan dapat dllakukan dengan

undang-undang, perjanjian kerja atau

peraturan perusahaan yang disepakati,

khususnya yang mengatur mengenai

penetapan upah.

3. iiarus dilakukan langkah dan tindakan

untuk mencegah segala bentuk penilaian

kelamin, didasarkan atas penilaian

pekerjaan yang objektif berdasarkan

pekerjaan yang akan dUalankan, tidak

akan dianggap melanggar konvensi ini.

Ketentuan lain yang mengatur larangan

diskriminasi dibidang pengupahan antara laki-

laki dan.wanita tertuang dalam PP.No.8/1981

tentang Perlindungan Upah, yang menyatakan

larangan perbedaan upah antara pekerja laki-

laki dan wanita untuk pekerjaan )'iang sama

nilainya. Peraturan pemerintah ini pada

intinya mengatur perlindungan upah secara

umum dengan bertitik tolak kepada ungsi

upah yang harus mampu menjamin

kelangsungan hidup bagi tenaga kerja dan

keluarganya.

Adapun Konvensi No.11l1958
tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan

Jabatan (diratifikasi melalui UU.No.2V1999

tentang Pengesahan Konvensi ILO

No.111,/1958), memuat ketentuan agar

(Syaufii,2000:104):

negara menyusun kebijakan nasional

dan berbagai peraturan perundangan yang

menjamin persamaan kesempatan dan

perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan,

termasuk kesempatan mengikuti latihan

kejuruan, kesempatan kerja tertdntu da1

kondisikerja.

1

hanya ddlam hal pemberian upah, tetapi

juga dalam hal seleksi penerimaan,

pengisian jabatan, kesempatan mengikuti

pelatihan keJuruan dan dalam rangka

pengisian lowongan kerja, kondisi-kondisi

kerja termasuk penugasan pekerjaan,

syarat-syarat kerJa seperti pemberian upah

dan jaminan sosial, imbalan-imbalan dan

tindakan disiplin.

Kedua konvensi ILO tersebut berlaku

terhadap semua tempat kerja, baik yang

dimilikl oleh swasta maupun oleh pemerintah,

oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah

dan semua pihak yang terlibat dalam dunia

kerja untuk menjamin pelaksanaan prinsip non

diskriminatif ini, dimana saja dan terhadap

siapapun juga.

) Perulis adalah
Deprcke*ans.

Mantan Dirjen. Binawas,
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